GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN -GGBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR M5 TAHUN 2021 '
 TENTANG | S
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN I‘UNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN hAWASAN PER‘MUMMAN
PROVINSI K ALIMANTAN BARAT = |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA'-ESA: L
GUBERNUR' K/ LiMANT N BARAT, - -

Menimibang : a bahwa berdasarkan lketentuan Pasal 97 ayaL Sy
Peraturan = Pemerintah ~ Nomor 18 Tahun L2016
sebagaimana telah diubah dengan: Peraturan Pemermt ahj:-
“Nomor =72 Tahun 2020 tentang Perubahan Aias_}'__'_j
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentanglj::
Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangk,at?;ﬁ_;-; =
Daerali yang pelaksanzan tugas dan fungsinya telah i S
dapat dilaksanakan cleh kelompok jabatan funﬂsmnaﬂ L L
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya =
telah digantikan secara penuh oleh L_elompok Jabatan"-f'
. fungsional; : L -

b.  bahwa bexdascfulaan k etentuan Pasal 3 ayat (1} huruf b
Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negala. dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang._-__
Penyetaraan  Jabatan  Administrasi ke " Jabatan

Fungsional, mengamanatkan bahwa.: penyeta.laan Jabatan':"
dilakukan pada. instansi Daerah; -

c. bahwa . dalam 1angl«.a "*newujudkan birokra81 "yang
dinamis dan profesional sebagal upaya pemngkatan
efektivitas * dan  efisiensi _guha menduk ung kmer}a
pemerintah daerah, :peﬂu dilak vkan - penyederhaﬁaan
birokrasi melalui penyetaraan Jabatan adm11‘11str331 ke -
dalam jabatan fungsional; - |

d. babwa  berdasarkan = pertimbangan sebagamlana:- i
dimaksud dalam huruf &, horuf b, dan. humf ¢, perlu -
menetapkan Peraturan Gubernur temancr Kedudukan
Susunan Orgdnisasi, Tugas dan Fl;mgs:, serta Tata Keija"

Dinas Pel umahan Rak vat dan- Kawasan Permuk1man"_‘-’--ﬁ.'-" :
Provinsi Kalimantan Barai; B




Mengingat

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan® Pemermtah'-' i

S

Pasal 18 ay, at (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk '_ SN
Indonesia Tahun 1945; e

Undang-Undang Nomior 25 Tahun- ._ 1956'_ _-fcentang' R
Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom . Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan .
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran - Negara ) Repubhk e
Indonesia Nomior 1106});

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraiman S
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik .
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembal an SR
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011' tentang .o
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negaraf S
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan = ..~ =

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); G

Undangﬂndans Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apmatur B
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun =~ @ e
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negala Repubhk.' S
Indonesia Nomor 5494); n

Undang-Undang Nomor 23 Tahun | 2014 temé;rigﬁ
Pemerintahan .Daerah (Lembatran . Negara Repubhk;
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan : Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagannana
telah diubah beberapa kali dan teralchir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta: Kerj ...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor =
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndonemaE

Nomor 65'7’3), _ Sl -
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun - 2016 ten‘cang_
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perm uldman
(Lembaran Negeua Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm:}_ﬁ_ o
Nomor 5883}, : : : R A
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang.é =
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesmi_

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagalrnana telah” ':;
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahmi“i-z- o

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah”"f'_'_' e :
(Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun' 2019 Nomor. 7

187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema
Nomor 6402);




9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 'teii'tang S i
Manajemen Pegawai Negeri Sipil : (Lembaran Negara ~° = =
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan : i
Lembaran Negara Republik Indonesia -~ Nomor 6037) Gl
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemermtah s
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mana;emengg
Pegawai Negeri Szpﬂ (Lembaran Negara Repubh}( :
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembara11*"
Negara Republik Indonesia Nomor 6477 )y

10. Peratuiran Menierz Pendayagunaan Apal atm Negala dan :
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tah1m 2(}21.':5. temtang’
Penyetaraan Jabatan Admmzstram Ke Dalam . Jabata'

Fungsiorial - (Berita Negara Repubhk Indonesx,a Tahun_-
2021 Nomor 525);° - '

11. Peraturan Menteri Penciayagunaan Aparatur Negala dan- i
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun - 2(}21 tentanﬂ'--_". o
Penyederhanaan Strukmr Orgamsam pada Enstansz_f '
Pemerintah untuk Penyederhaﬂaan Blrokrasz (Be1 1‘5:&;_:'_
Negara-Republik Indonesia Tahun 2021 Nomar 546) '

12, Peraturan Daerah Nomor & Tahiih - 2016 tentang.__:
 Pembentukan -dan ‘Susunan Perangkat Daerah Provihsi
Kahmantan Barat (Lembaran Daerah Provmsa Kahlnaman-_i_

Barat Tahun 2016 Norior 8, Tambahan Lembalan Daerah S

Provinsi Exahmamem Barat Nomor 6) sebageumar}.a telah'f_ fa_;"': .

diubah beberapa kali dan’ teraldnr dengan Peraturan .
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ten‘tang Perubahan K@du
Atas Peraturan Dae1ah Nornor 8. Tahun 2016 tentand-
Pembentukan -dan Susunan Perangkat Daerah : _
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provmsu Kahmantaﬁf
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah-’
Provinsi kahman‘tan Barai, Nomor 5); '

MEMUTUSKAN:

_"KﬁbﬁbﬁkAN,
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAJ
KERJA DINAS PERUMAHAN RAI{YAT DAN RAWASAN{-
PERMUKIMAN PROVINS! KALIMANTAN BARAT

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTAN(} o




16. Penyetaraan Jabatan Adm1n1stras1 1«:@ dalam Jabatan Fungsmnal yancv'
selanjutnya - disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuman/ Inpassmg S

pada jabatan fungsional y&mg setara.

17. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem ya;ng R

terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyeélenggaraan = -

kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan ddan - - -
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pennuklman-'_ B
kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pemblayaan serta peran-..-'--'- Lo

masyarakat.

18. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permuklman o S :
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, - .
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang: s

layak huni.

19. Rumah- adalah bangunan gedun yang berfungsi sebagai "_"cé,fmp_ét '.:tin"g'gai S
vang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan .-h"arkat"_' da__l'l_’_f G

martabat penghuninya serta asset bagi pemlhknya

20. Kawasan permukiman adalah bhagian dari lmgkungan hldup d1 luar.f.}';'.3

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun’ perdesaan DR
vang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lmgkungan huma_n-‘ﬁ L

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghldupan

21. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dan atas"?_..f::_"f
lebih satu satuan perumahan yang mempunyal prasarana, sala_na_. utilitas
umum serta mempunyai penunjang kegiatan fung31 1ain- -dikaWéSal_’ir

perkotaan atau kawasan perde&aa_n ‘

22, Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permuk1man yang terdm'? SR

atas lebih dari satu satuan permuklman

23. Pembinaan perumahan rakyat ‘adalah suatu bidang pembmaan dan'
perumahan rakyat wilayah yaitu ruang yang merupakan kesatuan geoarafls'__' T
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas .dan sistemnya . o

ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsional.

24.1zin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada - pelaku usaha uniuk
memperoleh tarah yvang diperiukan untuk usaha dan/atau keglatannya_f
dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan“_-'-;3..-;-

taniah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau keglatannya

25. Pengadaan Tanah adalah keglatan menyediakan tanah’ déngan cara SR SR

memberi ganti kerugian yang layek dan adil kepada plhak yang berhalk s
sebagalmana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan ch b1dar1g“3 G

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Repentmgan umum. -

26. Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat yang'.jl: '
selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menurut. hukum
adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas mlayah tertentu

yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari o
sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut - bagi -
kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara oot
lahiriah dan batiniah twun temurun dan tidak terputus antara masyal akat-f; Sut- it

hukum adat tersebut dengan wﬂayah yang bersanglutan.

27. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang dlatasHYa ter dapat .hak uhyat darl

suatu masyarakat hukum adat tertentu
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- BAB Il
KEDUDUKAN

. Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang -Kepaia .Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

: BAB I
TUGAS DAN FUNGS] SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

' Pasai 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan . di
bidang perumahan dan kawasan permuk iman, serta bidang pertanahan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. '

Pasal &4

Untuk melaksanakan tugas sebaoalmana dimaksud dalam Pasal 3, Dmas
menyelenggarakan fungsi : '

a.

b.

oo

perumusan program kerja di blda_n g perumahan, kawasan permuklman
dan pertanahan;

perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan
pertanahan,

pelaksanaan kebijakan di bldang perumahan k awasan permulkiman, dan
pertanahan; :

penyelenggaraan urusan pememntahan di bidang perumahan, kawasan

permukiman, dan peftanahan sesuai ketentuan peraturan . perundang-
undangan;

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan
permukiman, dan pertanahan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan
permukiman, dan pertanahan,

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansx
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Gubernur di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) SusunanOrganisasi Dinas terdiri dari:
Kepala Dinas;

Sekretariat; 7

Bidang Perumaharn;

Bidang Kawasan Permukiman;
Bidang Pertahahan;

Unit Pelaksana Teknis; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

o ™o 0 T e

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaunana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terplsahkan dari Peraturan Guberﬂur ini.

Bagw.n Kemga
Kepala Dmas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimalksud dalam Pasal 5 ayat (1) ‘huruf a, o
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina’, T
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan keglatan = il
dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai » .

k etentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6, Kepaia'
Dinas mempunyal fungsi:

a. penetapan program kerja di bidang perumahan, kawasan -pelmul{imaﬁ;
dan pertanahan,;

h. perumusan kebijakan di bidang per umahan kawasan pe1muk1man dan'
pertanahan; :

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman, E L

dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pengoordinasian keg1atan di bidang perumahan, kawasan . e

permukiman, dan pertanahan;

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan kawasan' e

permukiman, dan pertanahan;

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 1ingku11gan"Diﬁas;. '

g pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, =~ : P
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pememntah (SAKIP), dan pelayaﬁan SRS
publik di lingkungan Dinas;

h.

bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; .

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ta‘hadap penyelenggaraan kegiatan dl:;.:
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i, pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan o

perumusan kebijakan di b1dang perumahan, kawasan permukiman, dan
pertanahan; dan :

j. pelaksanaan fungsi lain dan 'tugas pembantuan di bldang perumaham

kawasan permukiman, dan pertanahan yang diberikan oleh Gubernur o

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangain.
Bagian Keempat
" Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) huruf b, dipirﬁpin'

oleh seorang Sekretaris yang 'ber_ada'di bawah dan bertanggungjawab kepada o

Kepala Dinas.

Pasal O

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 'Igebijﬂazj di i
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan . =~

keuangan, wnum dan aparatur, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi- di 0

lingkungan Dinas.

'Pasa‘l 10

Untuk melaksanakan tugas sebageumana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretamat
mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang keselqetanatan

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijikan di bidang . PénYusunaﬁ Lo

rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan
aparatur, pengelolaan aset;

c. pengoordinasian dan fasilitasi. di bldang pernyusunan - rencana kerja RS

monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum  dan. aparatm
pengelolaan aset; '

d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana
kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, wmum dan apaiatur
pengelolaan aset di lingkungan Dinas sesual ketentuan _pera’curan 3
perundang-undangan; . * o _

e. pemberian dukungan pelayanan admimstrasi di bidang . penyusunan

rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan umum dan
aparatur, pengelolaan aset di lingkungan Dinas;

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangar;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja - di hnofk mlga:n ST

g pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistemn Akuntablhtas | » L '; _
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ‘dan pelayanan publik _(:h hngkm.lgaq s

Dinas;

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi- d1 hngl{ungan

sekretariat;
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i. pemberian saran dan pertimbcmgan kepada Kepala Dmas berkenaan :

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksrmaan" '
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi.lain di bidang kesekretariatan yang d1serahkan oleh
Kepala Dinas sesual k etentuan peramran perundang-undangan

Pasal 11

(1) Sekreta1 iat sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 8, membawahi :
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan, dan
b, Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset. R
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipi'mpin': e

oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berada .di - bawah dari
bertanggungjawab kepada Sekretaris. '

Peisal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan Sebagaimana'=__'; e i
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hwruf a, mempunyai tugas mengumpul dan”
mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi;. oL
dan keuangan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan e s
fungsinya. :

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebaga;mema dimaksud dalam Pasal 12 Sub"':_:'_-E : el
Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan menlpunyaz' o
fungsi: ' : _

a. penyusunan rerncana Kkerja Sub Bagilan Rencana  Kerjd, Monitoriﬁ'g“,-._";_'j-'_-_'_-_.' SR
Evaluasi, dan Keuangan; e e

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakan dl bldang
penyusunan rencana . kerja, monitoring, evaluasi, dan l{eua.ngan dl. o
lingkungan dinas; ' _ S S|

c. pemberian dukungan terhadap péiaksanaan tugas "dan f ngs1 d1 '_ L
lingkungan Sekretariat; ' S

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan- tugas da.n fungm dl:;'- o
bidang penyusunan rencana k&l’j& monitoring, evaluasi, dan keuanga:n, _ R R

e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, momtormg, e
evaluasi, dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan iugas pada Sub
Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan keua.ngan :

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan denga'

fugas dan fungsi di bidang penyus unan rencana kerja, momtormg, evaluam
dan keuangan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penvusunan 1aporan terhadap"
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana ker Ja
monitoring, evaluasi, dan keuangan; dan R & S

i, pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana kerj _}3_, memto"mg,-i_f?-
evaluasi, dan keuaﬂgan yang diser ahkan oleh selaretaris. "
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Pasal 14

Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset sebagaimana di maksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan di bidang wuwmum, aparatur, dan aset, serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

'Pasal-_ 15

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub

Bagian Umum, Aparatur, dan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dl bldang
umuin, aparatur dan aset di lmgkungan dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat; ' |

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum, aparatur, dan aset; '

e. pelaksanaan urusan di bidang umum, aparatur, dan aset sesuai ketentuan
peraturan perundang- und’mgan

f pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Umum, Aparatur dan Aset;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkemaan dengan
tugas dan fungsi di bidang wmum, aparatur dan aset;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, aparatur dan aset; dan

i pelaksanaan fungsi lain di bxdamg umum, aparatur dan aset yang
diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Perumahan

‘Pasal 10

Bidang Perumahan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggune_jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan,
penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum,

serta bertanggungjawab memimpin seluruh  kegiatan pelayanan

dan
administrasi di bidang perumahan.
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P‘asa} 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang
Perumahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program Kerja Bidang Perumahan,

b. penyiapan bahan dan perumusan kebi jakan teknis di bidang pendataan’
dan perencanaan perumahan, penyédiaan dan rehabilitasi perumahan,
prasarana, sarana dan utilitas umum perumahamn;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan
perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan,
prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, sertifikasi, kualifikasi
dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraankegiatan pelayanan dan administrasi <i bidang pendataan -
dan perencanaan perumshan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, =

prasarana, sarana dan utilitas - umum perumahan sesuai ketentuan -

peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang -
pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi .
perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesual =

ketentuan peraturan perundang- undangan

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsl dl
bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan
rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas wmum perumahan
sesuai ketentuan peraturan pei'undang-unda,ngan;

ga

dengan tugas dan fungsi di bidang  pendatacwn dan perencanaan

perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana
dan utilitas’ umum per umahan;

pelaksanaan momtormg, ‘evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan -
tugas di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan

rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahaﬁ,
dan

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan

i. pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Kepala Dinas di bldanc_ i

perumahan sesuai ketentuan peraturan perundeng-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Kawasan Permuldman
.Pasal" 19

Bidang Kawasan Per mukiman sebaoa1mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1].

huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah clan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




Pasal 20

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan Kawasan
permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan

utilitas umum permukiman serta bertanggungiawab memimpin seluruh .

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang

Pasal 21

Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a.
b.

peniyusunan program K erjp Bidang Kawasan Permuliman;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan' B

dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan -
permukiman, serta prasarana, sarana dan ufilitas umum permulimai

penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang pendataan dan .

perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permuk‘iman :

serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan‘ e

peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan

dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan
permukiman, serta prasarang, sarana dan utilitas umum permukiman -

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang. -
pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pe‘ng’embangah S S Y
kawasan permukiman, serta prasarana, sarana . dan  utilitas un um At

permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang- uﬁdaﬂgan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung51 dl' g
bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan
kawasan permukiman, serta prasarana, sarapa dan utilitas Umum

permukiman sesuai ketentuan per aturan perundang-undangan;

pemberian saran dan pertlmbangan ‘kepada kepala Dinas berkenaan : ; : :
dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan i
permukiman, pengembangan -kawasan permukiman, . serta prasarama el

sarana dan utilitas umum permulqman

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaan e '

tugas di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukirnar, -

pengembangan kawasan per 'mukimar, serta prasarana, sarana dan u*uhtas :
umum permuliman; dan

pelaksanaan fungsi lain yang chberxkan oleh Kepala Dinas  di bzdang_ SISt N

kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangai.
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 Bagian Ketujuh
Bidang Pertanahan

Pasal 22

Bidang Pertanahan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal23d

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah,
penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan.

FPasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagfuma_na dimaksud dalam Pasal 23, Bldang
Pertanahan mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja B1dancf Pertanahan

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan - o

tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, |

penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

penyelenggaraan  kegiatan pelayanan dan administrasi -di bidang e

pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuat
ketentuan peraturan perundamgundangan ,

pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang -
pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai -
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayzat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan :
dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian
sengketa tanah, dan tanah ulayat;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan .-

tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesalan sengketa tanah, dan tanah

ulayat; dan

pelaksanaan fungsi Iam vang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1y s
huruf f, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tekms operasmnal -

atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1 } 'dipimpin dléh':;s:..
seorang Kepala UPT yang berada di bawall dan bertangbﬂung]awab Lepada S

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 26

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja- Unit S T
Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai .

ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesepuluh o
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional -

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal’s =t
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan: clengan S

pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan Jabatan dﬂakul«:an'”

sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan -dari- kementerlan”_: o

terkait sesuai k etentuan peraturan per undcmgwundangan

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagajmana dimaksud pad& ayat (1} -
berkedudukan di bawah dan bextangbﬂma jawab secara la:ngsung kepada‘ L

Pejabat Administrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dﬂakukari penyetaraan e
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan'. 0
Fungsional, dapat ditetapkan = Koordinator dan/atau Sub Koordmator Sl
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang o
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ~—© =
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang. o oo
mengatur tentang Koordinator dan/atau  Sub Kool'dmatm Jabatan_-.f-' S

Fungsional.

{8) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tatnbahan serta'- o
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok = -
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih'{*f:_
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai- ke‘teniuan'_ S b

peraturan perundang- undangan




(1)

(3)
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Pasal 28
Kelompok Jabatan Fungsional vang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki Keterkaitan dengan

pelaksanaan tugas jabatan  fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas memberikan pelayanan {fungsional yang berdasarkan

keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsi'onal ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan
diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan vang diduduki
sebelumnya  sampai dengan  ditetapk annya  ketentuan  peraturan

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan
Jabatan. o :

Penetapan kelas Jabatan P‘ungsiorial‘ vang akan diduduki disetarakan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional vang akan diduduki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tingg i kelas Jabatan
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB IV ,
KEPEGAWAEAN
Pasal30

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN

vang mementuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN

yang memenuhi persyaratan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘ '

Pengangkatan dalam jabatan di lingk ungan Dinas memperhatikan syarat
dan kompetensi jabatan sesuai l etentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.




(1)
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Pasal 31

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku. |

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan ke_ciatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan

yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan ke.ciatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggl dan diakui sebagai tUgas pokok dalam penetapan Angka Kredit,

yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu.

‘Tata Kerja
Pasal 32

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalik an, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya. |

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesual dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dan seluruh Pe jabat: wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk penyelesaian masalah sesuai -ketentuan peraturan perundang-
undangan, '

Bagian Kedua

" Laporan
Pasal33

Kepala Dinas wailb ményampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan - kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Hinerja kepada Gubernur
melalui  Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebgakan yang. T
ditetapk an dan wajib menyampaikan - laporan pelaksanaan tugas ‘serta . . -
memberikan penjelasan teknis atau ‘keterangan kepada atasan masing- . -

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

" BAB V1
PEMBIAYAAN
Pasal 33

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentrahsa81 dlbebankan pada:_ O b

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembaﬁtuan dan tugas Iamnya L

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas’ d1tetapkan oleh L

Gubernur sesuai ketentuan peraturan pemndang—undangan

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung}awab d1 bldang-“-:
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan'-_{_'_'
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang—undancarl

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dulkungan dan kerja sama dalam 1<eg1ata1‘1 i ;_:.-_f
pembinaan dan pengendalian or gamsam Dinas sesuai ketentuan pel aturan'_f'____"_'.

perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seiuruh Pegabat?' _'

Adiministrasi dan Pejabat = Fungsional berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlakuy, Pegawai ASN yanng_.:_:_r. :
melaksanakan tugas pada Dinas Perumahan Rak vat . dan Kawasan e

Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan -

‘tugasniza : I_ o
sepanjang belum ada penugasan vang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian-_;:‘[ e
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BAB IX |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlakuy, Pemturan Gubernur Nomor
69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Orga;nsa&, Tuo'a dan Fungs
serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rak yat dan I&awasan Permukzman Provm31 :.
Kalimantan Barat (Berita Daerah’ Provinsi hahmantan Barat Tahun 2019
Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernul Nomor 54-
Tahun 2021 tentang Perubahan Atag Peraturart Gubm 11111‘ Nomor 69 Tahun-
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsn Serta ‘Tata
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan - Permu}amaﬁ Frovmsl:
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kailmantan Barat Tahun 2021'
Nomor 54}, dicabut dan dmyatakan tidalk beﬂaku o

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tancrgal dmndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannva dalam - Berlta Daerah P1 ovmsl"
Kalimantan Barat. - :

: Dltetapkan (il Pontlanak
c;a] 50 *]D.IL'L 2021

Diundangkan di Pontianak
_bada. %nga 30 Juni 2021,
e RIS DAERAH
&@EROVINE‘%&ALIMANTAN BARAT,
@ o A
1

“BE ‘*'1A DAERAI—I PROVINSI KALIMAN’I‘AN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 115
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